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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia  Nomor 34/P Tahun 2015 tentang
Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan
Tahun 2014 - 2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau
untuk melaksanakan Tugas & Kewenangan Gubernur
Riau Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggung
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2014;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4)

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010
Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi
Riau Tahun 2013 Nomor 68);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Akuntansi Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 43
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Akuntansi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2013 Nomor 43);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 59).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun 2014 terdiri atas:

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp3.245.087.745.089,53

2. Dana Perimbangan Rp4.231.808.633.743,00
3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah Rp 655.513.513.000,00
Jumlah Pendapatan Rp8.132.409.891.832,33
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung:
a. Belanja Pegawai Rp 937.258.184.715,00
b. Belanja Hibah Rp 751.853.824.924,00
c. Belanja Bantuan
Sosial Rp 13.015.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

Kepada Provinsi

Kabupaten / Kota &

Pemerintah Desa Rp 1.614.630.538.837,02
e. Belanja Bantuan

Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan
Desa Rp 114.713.156.243,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 3.431.470.704.719,02
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai Rp 188.187.846.533,00
b. Belanja Barang
dan Jasa Rp 1.358.771.641.721,47
c. Belanja Modal Rp 623.644.302.765,17
Jumlah Belanja Langsung Rp?2.170.603.791.019,64
Total Belanja Rp 5.602.074.495.738,66
Surplus/ (Defisit) Rp2.530.335.396.093,87

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Daerah Rp 1.451.086.907.269,87
2. Pengeluaran Daerah Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 1.451.086.907.269,87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp3.981.422.303.363,74

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum pada Lampiran [ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



Pasal 3
Ringkasan laporan TI€alasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalaa penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana

tercantum pada Lampiran]] dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur Riali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur Riau ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 September 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekan baru
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H.ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 84
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